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“Danai Program KTM dan PPID

Touna Ketiban
Rp23,5 Miliar

TOUNA - Pemerintah
Kabupaten (Pemkab) Touna
menerima kucuran dana dari dua
kementerian, yaitu Kementerian
- Tenaga Kerja dan Transmigrasi
dan Kementerian Pekerjaan
Umum (PU). Dananya berjumlah
Rp23,5 miliar, masing-masing
Rp10 miliar dari Kemenakertrans
dan- Rpl3,5 Miliar dari
Kementerian PU. “Alhamdulillah
Touna dapat kucuran dana Rp23,5
miliar. Target PMK (persetujuan
menteri keuangan) akhir bulan
ini,” ujar Wakil Bupati Touna,
Jamal Djuraedjo kepada Radar
Sulteng di ruang kerjanya, Senin
(15/8).

Dana dari Kemenakertrans kata
Jamal, diarahkan untuk Kota
Terpadu Mandiri (KTM)
Padauloyo, Kecamatan Ampana
Tete, pembangunan jalan dan air
bersih di lokasi transmigrasi.
Sementara - anggaran  dari
Kementerian PU, khusus untuk
"~ Program Percepatan Infrastruktur
Daerah (PPID).

Dana tersebut kata dia, terbagi

sejumlah Satuan Kerja

SUTUPO ENTEDING
Jamal Djuraedjo

Perangkat Daerah (SKPD) seperti
di Dinas Pendidikan, Pemuda dan
Olahraga (Dikpora) dan dinas
lainnya. “Tersebar di beberapa
SKPD,” singkatnya.
‘Peruntukkan dana dari dua
kementerian itu kata dia, untuk
menunjang percepatan
pembangunan infrastruktur di
kabupaten berslogan Sivia
Patuju tersebut. “Hari ini
(kemarin, red) saya terima
penjabaran program-program
yang akan didanai oleh anggaran
pusat ini. Dana ini akan
digunakan sesuai dengan usulan

program ke pusat,” terang Jamal.
Seluruh dana tersebut masuk
secara gelondongan dalam
nomenklatur Anggaran Penda-
patan dan Belanja Daerah
Perubahan (APBD-P) tahun 2011
ini.

Sementara Ketua DPRD Touna,
Samsurijal Labatjo mengakui,
dana pusat tersebut sudah masuk
dalam APBD Perubahan. Usulan

_program yang menggunakan dana

tersebut kata Ijal, sapaan
akrabnya, akan dikaji. “Dana.
pusat ini merupakan penguatan

.APBD kita. Dan usulan program-

nya harus dikaji,” kata dia.

. Dewan maupun eksekutif tutur
Ijal, tidak bisa mengutak-atik
peruntukan dana tersebut.-
Sebab, pusat memberikan
bantuan sesuai dengan usulan
daerah. Namun ia memaklumi,
tidak semua usulan program itu
disetujui penganggarannya oleh
pusat. Olehnya itu, kajian pro-
gram yang akan didanai oleh
dana bantuan pusat harus dikaji.
Dengan ketentuan, tidak bisa
membiayai program di luar
usulan yang disetujui. “Saya
ingatkan, pemaketan program
harus sesuai dengan usulan atau
proposal ke departemen,”
tuturnya.(sut) :











